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 Penelitian ini dilatar belakangi oleh kian bertambahnya penganut aliran 

kepercayaan di Indonesia, dan mereka sering mendapat perlakuan yang berbeda 

bahkan driskriminatif. Salah satunya kolom Agama dalam KTP-Elektronik 

mereka dikosongkan atau tidak diisi. Padahal KTP-Elektronik merupakan 

dokumen kependudukan yang sangat penting sebagai Warga Negara Indonesia. 

Permasalahan ini muncul hingga diajukannya Uji Materi Undang-Undang 

Administrasi Kependudukan yang kemudian keluarlah Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang yudicial review Undang-Undang 

Administrasi Kependudukan, yang telah membolehkan para penganut aliran 

kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu 

Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP elktronik). Namun, 

sejauh putusan ini diputuskan masih menyisahkan ketegangan-ketengangan dalam 

masyarakat. Banyak yang menganggap penghayat kepercayaan bukanlah agama 

mereka hanya masyarakat adat, akan banyak orang yang berbohong menuliskan 

penghayat kepercayaan untuk menghindari kewajiban, akan menimbulkan 

kerancuan dan konflik baru dan lain sebagainya.  

 Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengosongan kolom agama bagi 

warga penghayat kepercayaan ?, 2) Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengosongan kolom agama bagi warga 

penghayat kepercayaan ditinjau dari maqashid syariah? adapun yang menjadi 

tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui putusan Mahkamah 

Konstitusi tentang pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (KTP-elektronik), 2) Untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi 

tentang pengosongan kolom agama dari perspektif Maqashid Syariah.  

 Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian 

yuridis-normatif dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau apa yang 

tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law ini book) maupun dalam 

kaidah atau norma. Dalam penelitian ini, sebagian besar data diperoleh dari studi 

pustaka dan dilengkapi data-data sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian 

kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan penyajian secara 

deskriptif. 

  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi 

mengabulkan uji materi sangat tepat. Karena, pasal 61 ayat (1) dan (2) serta pasal 

64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak sejalan 
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dengan jiwa UUD 1945. Kata "agama" dalam pasal tersebut hanya untuk agama 

yang diakui dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk 

penghayat kepercayaan. Sementara tanggung jawab atau kewajiban konstitusional 

negara untuk menjamin dan melindungi hak atau kemerdekaan warga negara. 2) 

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan uji materi Undang-undang 
Administrasi Kependudukan telah sejalan atau sesuai dengan prinsip perlindungan 

Agama (Hifdz Ad-din) dan prinsip kemaslahatan yang terdapat dalam Maqashid 

Syariah. Dengan adanya putusan itu hak-hak para penghayat akan terlindungi dan 
kemaslahatan manusia akan terwujud, karena menjaga agama sebagai 

kemaslahatan yang utama.  
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This research was motivated by the increasing number of adherents of the 

religious community in Indonesia, and they often received different and even 

discriminatory treatment. One of them is the Religion column in their Electronics’ 

KTP that are emptied or not filled. Though Electronics’ KTP is a very important 

population document as an Indonesian citizen. This problem arose until the 

submission of the Population Administration Law Test Material which then issued 

a Constitutional Court Decision Number 97 / PUU-XIV / 2016 concerning the 

judicial review of the Population Administration Law, which has allowed 

believers to include their beliefs in the religious column on the Card. Family (KK) 

and Electronic Identity Card (Electronics’ KTP). However, insofar as this decision 

was decided it still disputed tensions in the community. Many who think that the 

belief group is not their religion, only the indigenous people, many people who lie 

to write down the beliefs to avoid obligations, will cause confusion and new 

conflicts and so on. 

The formulations in this study are: 1) how is the decision of the 

Constitutional Court Number 97 / PUU-XIV / 2016 concerning the emptying of 

religious columns for citizens of belief groups? 2) How is the Constitutional Court 

decision Number 97 / PUU-XIV / 2016 concerning emptying religious columns 

for citizens trustees reviewed from maqashid syariah? As for the objectives of this 

study are: 1) To find out about the Constitutional Court's ruling on emptying the 

religious column in Electronic Identity Cards (KTP-electronics), 2) To find out 

about the Constitutional Court's ruling on emptying the religious column from the 

perspective of Maqashid Syariah. 

The research method used by researchers is a juridical-normative research 

method by examining existing library materials or what is written in legislation 

(law in book) and in the rules or norms. In this study, most of the data was 

obtained from literature and supplemented with secondary data. Data obtained 

from the subsequent library research were analyzed qualitatively by descriptive 

presentation. 

 The results of this study indicate that: 1) The decision of the 

Constitutional Court granted the material test was very precise. Because, article 

61 paragraph (1) and (2) and article 64 paragraph (1) and (5) Population 

Administration Law are not in line with the soul of the 1945 Constitution. The 
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word "religion" in the article is only for religion recognized in the provisions 

legislation, not including trustees. While the responsibility or constitutional 

obligations of the state to guarantee and protect the rights or independence of 

citizens. 2) The decision of the Constitutional Court by granting the material test 

of the Population Administration Law has been in line or in accordance with the 

principle of religious protection (Hifdz Ad-din) and the principle of benefit found 

in Maqashid Syariah. With the ruling, the rights of the victims will be protected 

and human benefit will be realized, because it safeguards religion as the main 

benefit. 
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